
PEMERINTAH l{ABUPATEI. LUWu TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADu SATU PINTU

Jln. Scol(omo.Hone     |    Tlp.+62812345177 56
email : dpmptsp@Iuwulimurk8b.go.id     |     wobsilo  : dpmptsp.Iuwulimurk8b.go id

MALILl   .   92901

N[PUT`JSAN
DINAS PENANAM^N MODAL DAN PEl.AY^N^N TEl]P^DU S^Tu PINTU

RABuPATEN LUWu TIMUR
NOMOI` : 5OO.i6.7.z;OO9ropMPTsp"i/z024

IZIN PENYEIENGGARAAN PAUD, PENDIDll{^N DAS^R DAN NON FoftMAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KAElupATEN LuWU TIMUR

Membaca               :     1.     Surat  permohonan  lzin  operaslonal  penyelenggaraan  pendidikan  Da.ar  dan

Non  Formal  dari  I(etiia  lembaga  I(ursus  dan  Pelatihan  YAYASAN  BALADUL
AMIIN Sekolah Dasar Islam Terpadu AL amlln;

2.     Surat    Rekomendasl   No.400.3/2485/DIKBUD   Tanggal   04   Noveml]er   2024
tentang    Persetiijilan    lzin    Opeiasional     Penyelenggaraan     Lembaga     dan
Keterampllan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lu\^ru Timur.

Menimbang           :     a.     Bahwa     berdasarken     hasil     visitasi     Dinas     Pendidikan    dan    Kebudayaan
Kabupaten  Luwu Timur,  I(epada  Lembaga tersebut diatas dapat diberikan lzin
operasional Penyelenggara Lembaga dan I(eterampilan;

b.     Bahwa   lzin   operasional   tersebut   dapat   diberikan   dalam   batas   ketentuan
hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat             :     1.     undang.Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan   Daerah

(lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah
beberapa  kall terakhlr dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan   Kedua   atas   Undangundang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.     Peraturan   Pemerintah   Nomcir   57   Tahun   2021   tentang   Standar   Nasional
Pendidikan;

3.     Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan   I(ebudayaan   Nomor   81   Tahun   2013
tenfang Pendlrian Satuan Pendidikan Nan Formal:

4.     Peratiiran Menteri  Pendidikan dan Kebudayan  Nomor 36 Tahun  2014 tentang
Pedoman  Pendirian,  Perubahan  dan  Penutupan  Satuan  Pendidikan  Dasar d`in
Menengah;

5.     Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan   I(ebudLiya®n   Nomor   84   T.ihun   2014

tentang Pendirian Satuan Pcndidikan An.ik Usl,i Djni:

6.     Peraturan   Menterl   Pendidikan   dan   Kebud®ysan   Nomor   31   Tahun   2014

tentang   I(erja    Sama    Penyelenggaraan   dan   Pengelolaan   Pcndidikan   oleh

Lembaga   Pendidikan   Asing   dan   lembaga   Pendidikan    Indonesia,   sampai

ditetai]kannys  Peraturan   Menteri   Baru  y{1ng  mengatur   mengenai   Perizinan

Pendidikan:

7.     Peraturan  Bupati  Luwu  Tlmur  Nomor  11  Tahun  2017   tentang  Pendelegasian

Kewenangan     Penyelenggaraan     Penanda-tanganari     Perizinan     dan     Non

Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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rL`nit-s``I`8  lziii  opcT.isioli`it  :

a.     W3iib      Nen\'elengg3rakjn      Pendidik.n      don      Kc`c/impilan      teriebt.i
sedemililn  iup..   sehingg.  d`1pJt   memenuhi   /ungsi   so5iah`/a   teth,id.io

mast.arak.I:
b`     W3jib  mentaati  peratiiraii-perdtur.in  Perund.`ng.`indan5.in  y.ng  berl3liu

atau y`1ns 6kan ditentukan kemudian;
c.     Wajib  mengirimkan  laporan   berkala  sesudi   deng`]n   ketentu.]r`   menL,rut

model \'ang dilentukdn kemudi.in:
d`     Wajib  meng3juken   permohonan   perpanjang3n   lzin  sel]mb3t.I.imb3tn`/.i

30 (tig3  puluh) hari  sebelilm  nasa  jzin  berakhir.

Ap]bild  dalam  pelaksanaan  t`.dak  memenuhi  perdtiiran  perundang.ur`d]rs3r`

yang berlaku.  maka  izin operasional dihent`'kan/dic3but.

Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  di  tetapkan  dengJn  le(entu3n  jp3b:la  d-i
kemudi3n  hari  terdap3t keleliruan  akan diperbaili  sebJg3im.in3  mestlr.y3`

Ditetapkdn dj              :   M3lill

Pad3 Tanggal             :  05 No\'embcr :024
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